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PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Terhadap Pemenuhan Hak 

Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker 

Dalam Layanan Kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat 

disimpulkan: 

1. Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi akan berpedoman 

kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

01.07/Menkes/1970/2022 tentang Formularium Nasional yang juga menjadi 

dasar BPJS dalam pemberian kemoterapi.  

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi 

Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penderita Kanker Dalam 

Layanan Kemoterapi adalah ketika ada perbedaan antara Formularium 

Nasional dengan pedoman pengobatan kepada panduan praktik klinik dari 

perhimpunan bedah onkologi. Jika ada perbedaan, akan ada retriksi/batasan 

dalam pemberian obat kemoterapi kepada pasien BPJS.  

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit terhadap 

Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Penderita Kanker Dalam Layanan Kemoterapi kalau ada retriksi dari 

BPJS, dokter biasanya akan menyesuaikan dengan aturan yang dari BPJS,  

baik dari segi jenis obat maupun jumlah obatnya, supaya obat tersebut masih 

bisa diresepkan untuk pasien. Atau dengan penggantian obat, dengan obat yang 

hampir sama fungsi terapinya, tapi masih bisa diakui BPJS. Upaya yang lain 
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adalah dialog atau diskusi di tingkat pusat antara perhimpunan Bedah Onkologi, 

BPJS dan Kemenkes, agar pemberian kemoterapi terhadap pasien BPJS ada 

kesesuaian antara pedoman dan panduan praktik klinik dari bedah onkologi 

dengan Formularium Nasional yang menjadi pedoman BPJS. 

B.  Saran 

1. Agar Rumah Sakit dan tenaga dokter untuk selalu berupaya memberikan 

pengobatan, termasuk kemoterapi sesuai dengan Formularium Nasional 

yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 01.07/Menkes/1970/2022. 

2. Agar pasien dan keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuam tentang 

hak dan kewajiban pasien, terutama tentang kemoterapi. 
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